BAB
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab

sebelumnya. Maka, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Lematang menerapkan sistem pengupahan kepada
buruhnya berdasarkan hasil dari kinerja si buruh maka dari itu
nilai upah antara satu buruh dengan buruh yang lain itu berbeda.
Waktu kerja buruh di PT. Lematang sekurang-kurangnya
selama 21 hari dengan lama waktu bekerja 8 jam sehari. Upah
adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja atau buruh dan setiap pekerja berhak untuk
mendapatkan upah yang mencukupi dan dapat mensejahterakan
kehidupannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 Ayat (1).
PT. Lematang Palembang termasuk perusahaan yang dianggap
perusahaan yang telah mampu untuk membayar para pekerjanya
dengan upah standar UMR. Pemberian upah yang belum standar
disana dikarnakan pihak perusahaan berpendapat bahwa upah
yang diterima buruh harian dirasa telah sesuai dan juga upah
tersebut didasarkan pada kinerja buruh itu sendiri dan pekerjaan
yang diberikan kepadanya.

2. Menurut perspektif hukum ekonomi syari’ah, dalam akad ini
PT. Lematang Palembang bertindak sebagai mu’ajjir dan buruh
bertindak sebagai musta’jir, pada dasarnya yang menjadi tolak
ukur sah atau tidaknya suatu akad yaitu ada pada rukun dan
syarat ijarah yang mana salah satu item manfaat dari ijarah
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belum terpenuhi oleh salah satu pihak berakad. Namun,
perjanjian akad kerja antara PT. Lematang Palembang dengan
buruh tersebut diperbolehkan karna perjanjian itu dilakukan atas
dasar prinsip tolong menolong dan juga suka sama suka dari
kedua belah pihak yang berakad.
B. Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai
pembahasan pembayaran upah harian pada pekerja PT. Lematang
Palembang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah:

1. Diharapkan pada kebijakan PT. Lematang Palembang
kedepannya akan lebih memperhatikan segala aspek dalam
prosedur pengupahannya termasuk juga aspek Hukum ekonomi
syariah dan prinsip-prinsipnya agar semua pihak menerima
bagian yang sah dan tidak ada pihak yang merasa terdzalimi
maupun dirugikan dengan kebijakannya.

2. Pemerintah selaku pembuat kebijakan diharapkan lebih ketat
dalam mengawasi perusahaan-perusahaan khususnya dikota
Palembang agar para pelaku usaha di Palembang dapat
menjalankan dan menerapkan peraturan standar UMR sehingga

dapat menciptakan kesejahteraan bagi para pekerja.
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